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PENETAPAN
Nomor 809/Pdt.P/2021/PA.PwI

ey alll o> )l ozl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan
atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :
Fandi bin Saruddin, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mammi Il, Desa
Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar,
sebagai Pemohon I;
Nori binti Oktovianus, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun
Mammi Il, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten
Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon Il serta saksi-
saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
permohonannya tanggal 15 November 2021 yang telah mengajukan
permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor
809/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 15 November 2021 dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama
Islam pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi Il, Desa Mammi,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali adalah
Paman Pemohon Il bernama Muh Anwar karena ayah kandung
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Pemohon Il telah meninggal dunia, yang dinikahkan Imam Masjid Nurul
Hidayah bernama Kamaruddin karena wali mewakilkan padanya
dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000 ( dua Ratus ribu rupiah) di
bayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama
Sudirman dan Suaib;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus Jejaka dan
Pemohon Il berstatus Perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Afifah Saputri
binti Fandi, umur 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il dan selama itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tidak
pernah terjadi perceraian dan Pemohon | tidak terikat dengan
perkawinan lain;
5. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah memiliki Buku
Nikah karena pada saat menikah Pemohon Il masih dibawah umur;
6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il memerlukan penetapan isbat
nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan
Pemohon | dan Pemohon IlI, pengurusan Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cqg. Majelis hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon |, ( Fandi bin Saruddin

) dengan Pemohon Il, ( Nori binti Oktovianus ) yang dilaksanakan
pada tanggal pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi Il, Desa

Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar
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3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat
lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman
Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon | dan
Pemohon 1l telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan
perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon | dan
Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon |
dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Pemohon | telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian anak Pemohon | dan Pemohon II,
Nomor 7604-KM-26032019-0001, bertanggal 26 Maret 2019, aslinya
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda,
bukti P;
B. Saksi
1. Suaib bin Jamaluddin, umur 37 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan H. Tangganan,
Dusun Mammi Il, Desa Mammi Il, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi
mengaku sebagai Paman Pemohon |, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon | bernama Fandi bin

Saruddin dan Pemohon Il bernama;Nori oktavianus’
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- bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il
adalah suami isteri

- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah
Pemohon | dengan Pemohon Il pada tanggal 9 Maret 2020,
di Dusun Mammi Il, Desa Mammi, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar;

- bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon II
adalah Kamaruddin (Imam Masjid Nurul Hidayah) karena
wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;

- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon
I dengan Pemohon Il adalah Paman Pemohon Il bernama
Muh Anwar karena ayah kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia;

- bahwa maskawinnya berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus
ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon
Il;

- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon |l adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki,
dewasa, beragama Islam yaitu Sudirman dan Suaib;

- bahwa Pemohon | ketika menikah berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan
sesusuan;

- bahwa setelah Pemohon | menikah dengan Pemohon Il
tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga baik hubungan darah mauopun

hubungan sesusuan;
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- bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum
Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;
- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
memiliki Buku Nikah pada saat menikah Pemohon Il masih
dibawah umur, sehingga perkawinannya tidak dilaporkan
pada Kantoir Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon II mengajukan
permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama
Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang
hubungan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta
keperluan lainnya;
2. Sudirman bin Saruddin, umur 27 tahun, agama Islam,
pekerjaan Koordinator di Hotel Ratih, tempat kediaman di Jalan
H. Tangganan, Dusun Mammi Il, Desa Mammi Il, Kecamatan
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan
bahwa ia Kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Pemohon | bernama Fandi bin
Saruddin dan Pemohon Il bernama;Nori oktavianus’
- bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il
adalah suami isteri
- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah
Pemohon | dengan Pemohon Il pada tanggal 9 Maret 2020,
di Dusun Mammi Il, Desa Mammi, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar;
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- bahwa yang menikahkan Pemohon | dengan Pemohon II
adalah Kamaruddin (Imam Masjid Nurul Hidayah) karena
wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;

- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon
I dengan Pemohon Il adalah Paman Pemohon Il bernama
Muh Anwar karena ayah kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia;

- bahwa maskawinnya berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus
ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon | kepada Pemohon
Il;

- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki,
dewasa, beragama Islam yaitu Sudirman dan Suaib;

- bahwa Pemohon | ketika menikah berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai
hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan
sesusuan;

- bahwa setelah Pemohon | menikah dengan Pemohon Il
tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon lI;

- bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
hubungan keluarga baik hubungan darah mauopun
hubungan sesusuan;

- bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada
halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum
Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah dikaruniai 1
(satu) orang anak;
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- bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah
memiliki Buku Nikah pada saat menikah Pemohon Il masih
dibawah umur, sehingga perkawinannya tidak dilaporkan
pada Kantoir Urusan Agama Kecamatan setempat ;

- bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama
Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang
hubungan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan
pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta
keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon | dan Pemohon II menyatakan tidak
akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang
dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada
tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang
keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2
(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta kematian),
merupakan akta otentik, bemetarai cukup dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut mengenai nama dan waktu kematian ayah Pemohon Il
(Oktovianus), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
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materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan
permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa
Pemohon | menikah dengan Pemohon Il sesuai dengan syarat dan rukun
nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada yang dilaksanakan
pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemohon | dengan Pemohon II
belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena Imam yang
menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il tidak melaporkan pernikahan ke
Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon | dan Pemohon Il sangat
memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka
pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara
permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan
pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui
mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan
Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi
Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah
ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon II suami
isteri, maka Pemohon | dan Pemohon Il mempunyai kapasitas dan
kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo
dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian
hukum tentang perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan dalam
rangka pendidikan anak Pemohon | dengan Pemohon Il dan pengurusan

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya, oleh
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karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil
suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk
diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon | dan Pemohon Il telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang
saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon | dan Pemohon Il
mengenai dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il angka 1 sampai
dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri,
sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon | dan Pemohon I, sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon | dan Pemohon Il
mengenai dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon Il angka 1 sampai
dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon | dan Pemohon I, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai
alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon | dan

Pemohon Il bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh
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karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan
Pasal 309 R.Bg. ;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti
fakta-fakta sebagai berikut :
1. bahwa Pemohon | dan
Pemohon Il menikah secara Islam pada tanggal 9 Maret 2020, di
Dusun Mammi I, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten
Polewali Mandar;
2. bahwa yang menjadi wali
nikah pada pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Muh.
Anwar (Paman Pemohon ll);
3. bahwa yang menikahkan
Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Kamaruddin (Imam Masjid
Nurul Hidayah) mewakili wali nikah Pemohon Il dan saksinya adalah
Sudirman dan Suaib;
4, bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak mempunyai hubungan mahram;
5. bahwa sejak Pemohon |
menikah dengan Pemohon Il, belum pernah mendapatkan Buku
Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat
menikah Pemohon Il masih dibawah umur;
6. bahwa Pemohon | dengan
Pemohon Il masih tetap rukun membina rumah tangga hingga
sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. bahwa sejak Pemohon |
menikah dengan Pemohon Il tidak pernah ada yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :
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1. bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi
syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;

2. bahwa tidak ada halangan syar’i dan hukum terhadap perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon II;

3. bahwa pada saat menikah Pemohon Il masih dibawah umur;

4. bahwa Pemohon | dan Pemohon Il membutuhkan Buku Nikah
sebagai dokumen hukum yang sabh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaiman
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tidak tercatat pada saat
menikah Pemohon Il masih dibawah umur. Oleh karenanya Majelis Hakim
berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai itikad
buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon | dan Pemohon
Il membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon |
dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan
perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il dan pengurusan Kartu
Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi
Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke
Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan
adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal
Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu
perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun
perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan
permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut
mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang
diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh
Kamaruddin sebagai wakil dari Muh. Anwar selaku wali Pemohon Il telah
sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum
Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon | dengan Pemohon Il
dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan
poligami serta perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa  fakta-fakta ~ hukum vyang  ditemukan
dikorelasikan dengan ketentuan hukum vyang berkaitan, telah
menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan
perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur
dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42,
Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);
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Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga
didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fighi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai
berikut:

d ak Bl Al alzsill sed oV @235 &V Lo5F o5
lelesl Lo Js

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai
isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya
hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya

perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

T= oY

dzsl i 5383l cads & g &gl I5s-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas
perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka
tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon | dan Pemohon II belum pernah
mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar
Pemohon | dan Pemohon Il, maka terhadap petitum angka 2, yang
memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon | (Fandi
bin Saruddin) dengan Pemohon Il (Nori binti Oktovianus), yang
dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi Il, Desa
Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat
disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah
berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan
Pemohon | dan Pemohon Il sepatutnya dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus
dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon 11 ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Fandi bin

Saruddin) dengan Pemohon 1l (Nori binti Oktovianus), yang

dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi Il, Desa

Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebankan Pemohon | dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Polewali, yang dilangsungkan pada hari Selasa,
tanggal 14 Desember 2021 Miladiah bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal
1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. sebagai Ketua Majelis,
Wawan Jamal, S.H.l., dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l.,, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah, sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon | dan Pemohon II.
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Hakim Anggota, Ketua Majelis
Wawan Jamal, S.H.I. Drs. H. Abd. Jabbar,
M.H.
Hakim Anggota,

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.l., M.H.

Panitera Pangganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

- Pendaftaran : Rp30.000,00

- Panggilan : Rp20.000,00

- Redaksi : Rp10.000,00
2. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp640,000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
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